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P E N E T A P A N

Nomor xxxKC

ٱ ٱ ٱ  لرّحِيمِٱٱٱ ِلرّحمَٰنِ للهّ حسحسحسحسحسحسحسحسحسحسحسحسحسحبسِِِمِ س
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE 

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai

gugat antara:

XXX,  tempat  lahir  Xxx,  15  Februari  1983  (umur  41  tahun),  agama  Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal  di  Desa  Xxx,  Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Aceh

TenggaraNomor  Handphone:  xxx:  xxx@gmail.com,  sebagai

Penggugat;

melawan

XXX,  tempat  lahir  Xxx,  31  Januari  1980  (umur  44  tahun),  agama  Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di

Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  03

September  2024 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar'iyah

Kutacane  dengan  register  perkara  Nomor  xxxKC,  mengemukakan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa  hari  Sabtu  tanggal  10  Agustus  2002,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Xxx,
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 12

Agustus 2002;  

2. Bahwa  sebelum  menikah,  status  Penggugat  sebagai  perawan

sedangkan Tergugat sebagai jejaka;  

3. Bahwa  setelah  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama sebagai suami-istri  dan bertempat tinggal mengontrak rumah di

Lorong Jaya, Xxx, Kecamatan Xxx Sumatera Utara selama lebih kurang 2

tahun,  kemudian  pindah  kerumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Xxx

Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Aceh  Tenggara  sebagai  tempat  kediaman

bersama terakhir;  

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4

(empat) orang anak masing-masing bernama :

4.1 xx,  tempat  tanggal  lahir  Medan,  06  September  2003,

pendidikan SMP

4.2 xxx  tempat  tanggal  lahir  Xxx,  15  Mei  2005,  pendidikan

SMA;  

4.3 xx, tempat tanggal lahir Xxx, 15 Agustus 2009, pendidikan

SMA Kelas I;  

4.4 xx, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 22 Februari 2018,

pendidikan SD Kelas I;

Anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat

berada dalam asuhan Penggugat;  

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tentram dan damai, selama lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, namun

lebih  kurang  sejak  bulan  September  2012,  ketenteraman  rumah tangga

antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan  dan  ketenteraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan

pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit

untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain : a) Bahwa Tergugat kurang

memberikan nafkah kepada Penggugat, selama lebih kurang 10 tahun;  b)
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Bahwa Tergugat malas bekerja, dan tidak mau bekerja;  c) Bahwa Tergugat

Tergugat  selalu menjelek-jelekan Pengugat di depan orang banyak;  

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

terjadi  pada  bulan  April  2024,  disebabkan  karena  Tergugat  suka

membongkar aib Penggugat dan anak Penggugat di depan orang banyak

akibatnya  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar,  dan  sekarang  Tergugat

tetap  tinggal   di  Desa  Xxx,  Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Aceh  Tenggara

sedangkan Penggugat juga tinggal di Desa yang sama, rumah yang sama

Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Aceh Tenggara;  

7. Bahwa  selama  ini  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan rukun oleh keluarga sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak berhasil,

telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi

tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi

yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute  Xxx;  

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan  harmonis  lagi  dan  tidak  dapat  dirukunkan  lagi  sehingga  tujuan

perkawinan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  1

tahun  1974   tentang  perkawinan  tidak  akan  terwujud  oleh  karena  itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;  

9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat

dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  

10. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Kutacane  cq.  Hakim  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (xx)  terhadap

Penggugat (Xxx);  

3. Membebankan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  yang

berlaku;  

        Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah 

pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi 

tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan 

Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Sulyadi, S.H.I.,M.H sebagai 

mediator sesuai dengan penetapan Nomor xxxKC tanggal 12 September 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 September 2024, 

menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan 

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas 

pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan 

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka 

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya 

mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses 

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi 

dilanjutkan.

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  penetapan  ini  maka  semua  berita

acara persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa perkara ini  merupakan perkara perceraian yang

perkawinannya  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama,  berdasarkan  ketentuan

Pasal  49  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  secara  absolute  competentie Mahkamah

Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relass  panggilan  Penggugat,

Penggugat berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara, yang merupakan yurisdiksi

Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah untuk  kedua kalinya  dengan Undang-undang Nomor  50 Tahun

2009, maka secara  relative competentie perkara ini  merupakan kewenangan

Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang,  bahwa  Hakim telah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar

dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  dan  kembali

rukun  membina  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak  berhasil,  maka  untuk

memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka

Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  laporan  hasil  mediasi  telah  terjadi

perdamaian antara  Penggugat  dengan Tergugat  untuk  kembali  rukun dalam

membina rumah tangganya. Atas dasar perdamaian tersebut maka Penggugat

di persidangan menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  tersebut

sebelum  tahapan  jawaban  Tergugat  di  persidangan  sehingga  tidak  harus

didengar  persetujuan  Tergugat  untuk  itu.  Terhadap  hal-hal  tersebut  di  atas

maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan

patut untuk dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa karena perkara  ini  menyangkut  bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Memperhatikan  segala  peraturan  dan  kaidah  hukum  yang

berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam

perkara Nomor xxxKC tanggal 03 September 2024;

2. Memerintahkan  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Kutacane,  untuk

mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  persidangan  hakim  tunggal  berdasarkan

Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan

Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane  pada  hari  Kamis  tanggal  12

September  2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  08  Rabi’ul  Awal  1446

Hijriah  oleh  Ibnu  Mujahid,  S.H. yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah

Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga  dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Hakim  tersebut,  dibantu  oleh

Bahrun  Fuadi,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti Hakim

Dto. Dto.

Bahrun Fuadi, S.H. Ibnu Mujahid, S.H.
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Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya  ATK

Perkara

: Rp 80.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 32.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 182.000,-

Terbilang : seratus delapan puluh dua ribu rupiah.
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